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RINGKASAN

M. Yasir Adha Darmawan, Desember 2024. Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berada Di
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sesudah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman, Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali,
S.H.,M.Hum.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang berada di kawasan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan dalam bidang
pertanian. Tanah juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik, sehingga
keberadaannya selalu menjadi aspek strategis yang dikelola oleh pemerintah. Namun, dengan
meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, konflik terkait status dan peruntukan
tanah semakin sering terjadi, terutama di kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Dalam
kasus ini, banyak lahan non-pertanian yang bersertifikat justru masuk dalam kawasan LP2B,
yang memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah.

Dalam konteks hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
memberikan landasan dasar pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah untuk
menjamin hak-hak atas tanah. Namun, tantangan yang muncul belakangan ini adalah
bagaimana menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan konversi
lahan menjadi non-pertanian. Untuk menjawab persoalan ini, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 hadir sebagai regulasi khusus yang bertujuan melindungi kawasan pertanian
pangan berkelanjutan. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan berbagai mekanisme untuk
memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, baik melalui penetapan
kawasan, perlindungan hak, hingga insentif bagi petani. Meski demikian, pelaksanaannya tidak
lepas dari berbagai tantangan, termasuk konflik yang timbul akibat ketidaksesuaian antara
status sertifikat tanah dengan peruntukan LP2B.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan LP2B sekaligus menganalisis
perubahan status kepemilikan tanah non-pertanian yang berada di kawasan LP2B setelah
berlakunya UU No. 41 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum
normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan
dokumen terkait. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum
yang menjadi dasar perlindungan lahan pertanian. Sumber data meliputi bahan hukum primer
seperti UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan UU Nomor 41 Tahun 2009, serta bahan
hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan LP2B melibatkan beberapa tahapan
penting yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009. Pemerintah, melalui kerja sama dengan
pemerintah daerah, melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan yang memenuhi kriteria
sebagai LP2B. Proses ini mencakup penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penyusunan Perda, masyarakat seharusnya
dilibatkan untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi konflik. Penetapan kawasan
LP2B didasarkan pada kesesuaian lahan untuk pertanian, ketersediaan infrastruktur pendukung,
potensi teknis lahan, dan kondisi penggunaan lahan saat ini.

Namun, implementasi UU No. 41 Tahun 2009 di lapangan menunjukkan beberapa kendala.
Salah satunya adalah adanya lahan non-pertanian yang telah bersertifikat tetapi kemudian
ditetapkan sebagai kawasan LP2B. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemilik
tanah, terutama dalam hal penggunaan dan peruntukan lahan. Konflik semacam ini sering kali



disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, minimnya sosialisasi kepada
masyarakat, serta keterbatasan data akurat terkait status lahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, UU No. 41 Tahun 2009 sebenarnya telah menyediakan
mekanisme perlindungan dan pengelolaan yang komprehensif. Pemerintah diharuskan
menyediakan lahan pengganti jika terjadi alih fungsi LP2B menjadi lahan non-pertanian. Selain
itu, insentif diberikan kepada petani yang menjaga kelestarian lahan, seperti keringanan pajak
dan akses terhadap teknologi pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong petani untuk
mempertahankan peruntukan lahan sebagai pertanian.

Selain aspek perlindungan, UU No. 41 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya
pengembangan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui
optimalisasi lahan, diversifikasi produk pertanian, dan pembinaan petani agar lebih memahami
pentingnya menjaga LP2B. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan sistem informasi yang
transparan terkait LP2B, sehingga masyarakat dapat mengakses data yang relevan dengan
mudah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus
mempertahankan keberlanjutan produksi pangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan LP2B memerlukan
pendekatan yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lahan pertanian.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk
mencapai tujuan tersebut, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang
efektif di lapangan. Partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan penegakan hukum
yang konsisten menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
Dengan pendekatan yang tepat, LP2B tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan
nasional tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan
masyarakat.
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ABSTRAK

M. Yasir Adha Darmawan, Desember 2024. Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berada Di
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sesudah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali,
S.H.,M.Hum.

Penelitian ini membahas permasalahan kepemilikan hak atas tanah di kawasan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009. Latar belakangnya adalah meningkatnya konflik akibat ketidaksesuaian antara status
sertifikat tanah dengan peruntukan LP2B, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi
pemilik tanah. Penelitian bertujuan untuk mengkaji prosedur penetapan LP2B dan menganalisis
perubahan kepemilikan tanah non-pertanian menjadi pertanian di kawasan LP2B. Metode yang
digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan, teori hukum, dan dokumen terkait. Sumber data meliputi bahan hukum primer
seperti UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan UU Nomor 41 Tahun 2009, serta bahan
hukum sekunder berupa literatur dan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan LP2B dilakukan melalui inventarisasi
lahan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dan pengesahan kawasan sesuai Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW). Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa kurangnya
koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan data lahan. UU No. 41 Tahun
2009 mengatur perlindungan melalui penyediaan lahan pengganti, pemberian insentif kepada
petani, dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Selain itu, pengelolaan LP2B menekankan
optimalisasi lahan, diversifikasi pertanian, dan pembinaan petani untuk mewujudkan
keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
keberhasilan perlindungan LP2B bergantung pada implementasi yang efektif, keterlibatan
masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan pendekatan yang tepat, LP2B dapat
mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat.

Kata Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hak atas tanah,.
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